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TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN

UMUM

Angkutan di perairan, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, memiliki
peranan yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memantapkan
perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa,
meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa.

Angkutan di perairan memiliki fungsi yang strategis, yaitu menunjang kegiatan
perdagangan dan perekonomian (ship follows the trade) serta merangsang
pertumbuhan perekonomian dan wilayah (ship promotes the trade), sehingga angkutan
di perairan berfungsi sebagai infrastruktur yang srategis bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan.

Penyelenggaraan fungsi strategis tersebut dapat mendukung perwujudan wawasan
nusantara, meningkatkan ekspor dan impor sehingga dapat meningkatkan penerimaan
devisa negara, dan membuka kesempatan kerja, sehingga angkutan di perairan
dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya meliputi aspek pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan angkutan di perairan
dilaksanakan dengan cara:

a. memberlakukan azas cabotage secara konsekuen dan konsisten agar perusahaan
angkutan perairan nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri;

b. mengembangkan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau
wilayah terpencil dengan pelayaran-perintis dan penugasan;

c. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pemberdayaan dan kemandirian
industri angkutan perairan nasional;

d. mengembangkan industri jasa terkait untuk menunjang kelancaran kegiatan
angkutan di perairan; dan

e. mengembangkan sistem informasi angkutan di perairan secara terpadu yang
mengikutsertakan semua pihak terkait dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun
Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan yang merupakan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur mengenai
kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan,
angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil,
kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan, kewajiban dan
tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya,
pemberdayaan industri angkutan perairan, system informasi angkutan di perairan, dan
sanksi administratif.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2 ...
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Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut
nasional dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia untuk
angkutan laut dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan azas
cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) dan mendukung
perwujudan wawasan nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang
seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh
pangsa muatan.
Ayat (2)
Kegiatan angkutan laut dalam negeri termasuk kegiatan angkutan laut lepas
pantai dan kegiatan angkutan dari pelabuhan laut ke lokasi di perairan yang
berfungsi sebagai pelabuhan di wilayah perairan Indonesia atau sebaliknya.
Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya yang menggunakan kapal” antara lain
kegiatan penundaan kapal, pengerukan, untuk kegiatan salvage dan/atau
pekerjaan bawah air, dan pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir
minyak dan gas bumi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur (liner) dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum dan usaha serta pelayanan kepada pengguna
jasa dan penyedia jasa angkutan laut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal atau
menempatkan kapalnya pada jaringan trayek tetap dan teratur untuk melayani
trayek yang belum ditetapkan (yang bersifat keperintisan), diberikan proteksi
berupa hak eksklusif sementara (temporary exclusive right) dimana hanya kapal-
kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional tersebut yang

dapat ...
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dapat melayani trayek baru dimaksud untuk periode paling lama 3 (tiga) tahun
atau telah tercapai faktor muatan (load factor) sebesar rata-rata 65% (enam
puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan terakhir.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan”
adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan
tingkat faktor muat (load factor) tertentu.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “omisi” adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi
pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “deviasi” adalah penyimpangan trayek atau tidak
menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “substitusi” adalah penggantian kapal pada trayek tetap
dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Pemberian insentif antara lain berupa pemberian prioritas sandar, penyediaan
bunker sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar, dan keringanan tarif jasa
kepelabuhanan. Keringanan tarif jasa kepelabuhanan meliputi tarif jasa labuh, tariff
jasa tambat, dan tarif jasa pemanduan yang besarannya akan ditentukan oleh
Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 16...
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Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “untuk menunjang kegiatan tertentu” antara lain
kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu

lainnya.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Angkutan laut antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia
merupakan kegiatan angkutan laut dalam negeri yang hanya dapat dilakukan

oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29 ...
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Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “trayek angkutan laut lintas batas” antara lain:
Pelabuhan Batam-Pelabuhan Singapura;
Pelabuhan Nunukan-Pelabuhan Tawau, Malaysia;
Pelabuhan Belawan-Pelabuhan Penang, Malaysia;
Pelabuhan Sambas-Pelabuhan Kuching, Malaysia;
Pelabuhan Sungai Nyamuk-Pelabuhan Tawau, Malaysia;
Pelabuhan Dumai-Pelabuhan Malaka, Malaysia;
Pelabuhan Tahuna-Pelabuhan General Santos, Filipina;
Pelabuhan Jayapura-Pelabuhan Vanimo, Papua Nugini; dan
. Pelabuhan Oecussi-Pelabuhan Dilli, Timor Leste.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kerja sama sub-regional” adalah forum kerja sama
antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara di dalam sub-
regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Huruf b
Cukup jelas.

CoNoORrwWNE

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Kapal yang datang secara mendadak (emergency call) di suatu pelabuhan atau
terminal khusus terdekat, Nakhoda kapal dapat menunjuk agen umum dengan
membuat surat penunjukan (letter of appointment) kepada salah satu
perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal
yang terdapat di pelabuhan atau terminal khusus disertai uang muka untuk
pembayaran biaya-biaya kapal selama berada di pelabuhan (advanced
disbursement).
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perusahaan nasional keagenan kapal” adalah badan
usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35 ...
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